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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup 

berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Dari 

makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT menciptakan manusia menjadi 

berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.
1
Allah   

Azza wa Jallah menurunkan syariat nikah dan memerintahkan untuk 

melaksanakannya.
2
 sebagaimana Firman Qur‟ani, QS An-Nisaa (4):3 

                       

                         

     

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. 

 

Maka dengan itu, Allah SWT. telah  menetapkan suatu aturan yang 

sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah, terjaga harga diri dan 

kehormatan manusia. Oleh karena itu, Allah SWT, menjadikan hubungan laki-

laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sacral pernikahan yang 

terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucapnya ijab Qabul sebagai bentuk 

                                                             
1
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 Mohammed Otsman al Khasht, Shahih Fiqih Wanita Dalam Perspektif  Empat Mazhab 
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keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah 

sah untuk menjadi bagian satu sama lain. Pernikahan seperti itulah yang 

diridahi oleh Allah swt. Dan disyariatkan oleh agama Islam.
3
 

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu membiayainya serta 

merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan. Dan 

nikah hukumnya Sunnah bagi orang yang mampu membiayainya, tetapi tidak 

merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan.
4
 

Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw. beliau bersabda , 

َدُُ  لدَقَدالَ لدَ ُ   ِ دِف  لدَلَقُِدَُ  عُاْمَدانُ لدَقَدامَ مَحَدُ  هَُ ِِ لللهدِ  ِِ عُاْمَدانُ َدَا  عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أمَْشِي مَعَ عَبْد
ِِ للرهحَْْنِ أَلََ ندُزَو جُكَ جَارَِةَ  شَابهة  لَحَلههَا تذُكَ رُ  ُِ أبَاَ عَبْ كَ بدَحْضَ مَا مَضَد  مِدنْ زَمَاندِكَ قدَالَ لدَقَدالَ عَبْد

دلهمَ َدَا مَحْشَدرَ للشهدبَاِ  مَدنْ  َُ لُُ لللهدِ  ََّدله  لللهدُ  عَلَُْدِ  وَ د ُُ ِْ قَالَ لَندَا رَ ََ  لللهِ  لَئِنْ قدُلْتَ ذَلكَ لَقَ دَََاَ ُْ ل
َْددضر للِْبََ ددرِ  ِْ لَِ نهددُ  أَ مِ لَِ نهددُ  لدَدُ   مِددنْمُمْ للْبدَداَ َ  لدَلََُْدَددزَوه ُْ عْ لدَحَلَُْددِ  باِل هدد َِ وَأَحَْ ددنُ للِْرَددرِِْ وَمَددنْ سَْ ََعْددََ

 وِجَا   

Artinya: “Dari  Al-qomah, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama 

Abdullah di Mina, lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang 

dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, 'Hai Abu 

Abdurrahman! Tidakkah kamu mau jika kami mengawinkanmu 

dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagian dari 

masa lalumu?"' Kata Alqamah, "Abdullah menjawab, 'Jika kamu 

katakan itu, maka sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada 

kita, "Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah 

mampu dalam biaya nikah maka hendaklah ia menikah, karena 

menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. 

Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena 

berpuasa dapat menjadi perisai baginya". '" (Muslim 4/128)
5
 

 

Agama Islam sangat menginginkan akan kelanggengan pernikahan 

dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat dan 
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sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketenteraman, kebahagiaan dan 

ketenangan. Semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak. Oleh 

karena itu Nabi Saw. bersabda,  

ٍِ عَنْ أبَُِدِ  عَدنْ  حُِ َُ ُِ بْنُ أَبِ  حُِ َُ ََنِِ  هِ ِِ لللهِ  قاَلَ حَ ُْ َدَنَا هَْيََ عَنْ عُبدَ هِ د  حَ هِ َدَنَا مُعَ هِ حَ
دَا أَبِ هُرََدْرََ  رَضِيَ لللهُ  عَنْ  َِ لهمَ قاَلَ تدُنْمَحُ للْمَدرْأَُ  أَِرْبدَعٍ لِمَا َُ ُ  عَنْ للنهبِ  ََّله  لللهُ  عَلَُِْ  وَ

لكَ  َِ َنِ ترَبَِتْ ََ  ِ َِِنِهَا لاَظْرَرْ بِذَلتِ لل اَ وَلِ َِ  وَلَِِعَبِهَا وَجََاَ
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan 

kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah 

menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 

beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena 

hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena 

agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan 

beruntung." (Shahih Muttafaq Alaih)  
6

 
 

Pernikahan yang tidak dipenuhi  syarat-syaratnya adalah nikah fasid. 

Sedangkan pernikahan yang tidak terpenuhinya rukun-rukun adalah nikah 

bathil. Hukum nikah bathil dan nikah fasid adalah tidak sah. 

Maka, perwalian dalam perkahwinan adalah suatu kekuasaan atau 

wewenang syar’I atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang 

yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, 

demi kemaslahatannya sendiri.
7
 Perwalian terbagi atas dua jenis, yaitu 

perwalian umum dan khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan 

harta. Maksud dari perwalian atas jiwa adalah perwalian atas jiwa dalam 

pernikahan.
8
   

                                                             
6
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Dalam sebuah akad perkahwinan, keberadaan wali adalah penting, 

karena wali adalah orang yang bertanggungjawab penuh terhadap pihak 

perempuan yang hendak menikah, dalam hal ini menerima atau menolak.
9
 

Kehadiran wali dalam pernikahan merupakan syarat menurut jumhur 

ulama, selain Hanafiyah. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran 

seseorang wali. Sebagaimana firman Allah yang artinya, “Maka janganlah 

kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” 

(al-Baqarah: 232). Imam syafei berkata, “Ini merupakan ayat yang paling jelas 

menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada 

artinya lagi para wali menghalangi perkawinan.” Juga karena sabda Nabi saw.: 

 َُ َُلِي  عَنْ أَبِ مُُ لهمَ قَالَ لََ نِمَاحَ إِلَه بِ َُ  أَنه للنهبِه ََّله  لللهُ  عَلَُِْ  وَ
Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata,Sesungguhnya 

Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada nikah kecuali dengan adanya 

wali. (Shahih)
10

 

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, 

tidak dianggap sah oleh syariat. Hal itu diperkuat oleh hadis yang 

diriwayatkan Aisyah, 

اَ لمْرأٍََ  نمُِحَتْ بِغَيِْْ إِذْنِ وَلُِد هَا لَنِمَاحُهَا باَطِل ، لَنِمَاحُهَا باَطِل ، لَنِمَاحُهَا باَطِل ،لَِ نه    دَلَلَ أيُّر
ََحَله مِنْ لدَرْجِهَا لَِ نِ لشََْجَرُول لاَل ُْ اَ ل  عرلَاَنُ وَلٌِّ مَنْ لََ وَلَِ لَُ    بِِاَ لدَلَهَا للْمَهْرُ ِِ

Artinya: “Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka 

pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah 

bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak 

mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya. Jika 
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terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak 

mempunyai wali.”
11

 

 

Adapun secara umum syarat yang harus dimiliki oleh wali adalah 

merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila ia merupakan wali bagi orang 

muslim maupun orang non-muslim. Tidak ada perwalian bagi budak, orag 

gila, ataupun anak kecil. Tiap- tiap mereka tidak memiliki perwalian atas diri 

mereka sendiri sehingga mereka lebih layak untuk tidak memiliki perwalian 

atas orang lain. Di dalam syarat ini ditambah syarat keempat, yaitu keislaman 

yang diberlakukan apabila orang yang berada di bawah perwalian adalah 

orang muslim. Adapun orang non-muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang 

muslim.
12

  

Ada juga syarat yang lain mengenai wali yang persyaratannya 

diperselisihkan yaitu adil.
13

 Keadilan tidak disyaratkan bagi wali. Orang fasik 

tidak kehilangan kapabilitasnya untuk menikahkan, kecuali apabila kefasikan 

telah membawanya kepada tingkat kehilangan rasa malu. Dalam kondisi ini, 

wali tidak dapat diberi kepercayaan atas apa yang ada di bawah kekuasaannya 

sehingga haknya dalam perwalian akan dicabut.
14

 

Adapun permasalahan kali ini adalah mengenai wali fasik ulama 

berselisih pendapat. 

Pertama, sebagian para ulama berkata orang fasik boleh menjadi 

wali.
15

 Menurut pendapat  Imam Hanafi mengatakan bahwa kefasikan tidak 

menghalangi perwalian baik ayah atau kakek atau sebaliknya.
16
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قِ أَنْ  ُِ َِ أََّْحَابدَنَا؛ وَللِْرَا لَََُِةَِ عِنْ للَةُ لَُْعَتْ بِشَرْطٍ لاِبُُُتِ للْ َِ َِ لبدْنَُ  وَلبدْنَََ ُ  للْحَ رََْنِ  َدُزَو   لل هغُِدْ

Artinya:  Adil bukan merupakan syarat untuk menjadi wali menurut  mazhab 

kami, orang fasiq boleh menikahkan putra putrinya yang masih 

kecil”.
17

 

Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat 

mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya atau 

saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa 

kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga 

karena hak perwalian bersifat umum. Dan tidak pernah ada yang 

meriwayatkan bahwa seseorang wali pada masa Rasulullah saw. dan pada 

masa yang setelahnya dilarang untuk mengawinkan orang yang dia walikan 

akibat kefasikannya.
18

 

Dalam kitab Fikih Empat Madzhab, Imam  Hanafi menyatakan bahwa 

yang menghalangi perwalian adalah bila wali dikenal buruk dalam 

menentukan pilihan, yaitu menikahkan dengan orang yang tidak sepadan dan 

dengan ketidaktahuan yang sangat mencolok. Dalam kondisi ini anak 

perempuan yang masih kecil berhak untuk menolak pernikahan setelah dewasa 

meskipun yang menikahkan adalah bapak. Adapun jika wali yang fasik namun 

dapat menentukan pilihan dengan baik, dan dia menikahkan anak 

perempuannya yang masih kecil tanpa pertimbangan orang lain namun dengan 

mahar setara, malah dia itu bapak atau kakek, maka akad nikahnya sah, dan 

                                                             
17

 Imam Alauddin Abi Bakr Ibnu Mas‟ud al –Kasani al-Hanafi, Badaiu al-Shanai, Juz 7 

(Dar Al-kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon., 1986), h.239 
18
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anak yang dinikahkannya tidak berhak untuk menggugurkan akad nikah 

tersebut karena kefasikan.
19

 

Kedua, menurut pendapat  Imam Asy-Syafi‟e tidak dibolehkan 

seseorang yang fasik menjadi wali. Maka orang fasik selain Imam A’dham 

(Kepala Negara) tidak berhak menjadi wali, karena kefasikan itu merupakan 

kekurangan yang membuat persaksian tercela,yang makanya menghalangi 

kewalian.
20

 Sebilangan besar daripada ulama Syafiiyah mengatakan bahawa 

wali fasik sama sekali tidak sah mengahwinkan dalam apa keadaan sekalipun 

samaada mahjur alaih atau dengan izin pengantin perempuan. Pendapat ini 

turut dipersetujui oleh Imam Ahmad dalam salah satu daripada dua pendapat 

beliau.
21

 

Dapat dijelaskan bahwa jika wali dekat dinyatakan sebagai orang yang 

fasik. Bila bertaubat, maka haknya kembali kepadanya pada saat itu juga dan 

tidak perlu menunggu masa untuk menetapkan integritasnya, karena yang 

dituntut  saat ketiadaan wali adalah ketiadaan kefasikan bukan integritasnya, 

berbeda dengan saksi yang diisyaratkan harus memiliki integritas. Maka 

menurut mazhab Syafei  wali fasik tidak berhak dalam perwalian terhadap 

wanita, karena jika dia tidak layak untuk mengatur urusan-urusannya sendiri, 

maka dia tidak layak pula untuk mengatur urusan-urusan orang lain.
22
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 Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab,(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2015), 
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Tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupaka orang 

yang fasik, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, : 

 ٍِ لٍ وَوَلِي مُرْشِ ِْ يْ عَ َِ 23لََ نِمَاحَ إِلَه بِشَاهِ  
Artinya : “Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali 

yang benar” . 

Karena ini adalah perwalian yang membutuhkan penelitian maslahat, 

maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian 

dalam hal harta.
24

 

Berdasarkan perbedaan tersebut maka yang menjadikan tarikan untuk 

penulis mengkaji dengan lebih teliti serta mendalam lagi adalah menurut 

pendapat Imam Asy-Syafi‟e dan Imam Hanafi tentang orang fasiq menjadi 

wali dalam akad nikah dalam skripsi yang berjudul “Wali Fasiq Dalam 

Pernikahan Studi Komparatif Antara Imam Hanafi  dan Imam Asy-Syafi’e”.  

 

B. Batasan Masalah. 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, 

maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek  menurut pendapat Imam 

Hanafi dan Imam Syafie tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan. 

 

C. Rumusan Masalah. 

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Asy-Syafi‟e 

tentang Hukum Wali Fasik Dalam Pernikahan ? 

                                                             
23

 Ibnu Atsir,loc.cit. 
24

 Wahbah Az-Zuhaili,op.cit,.h. 186 
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2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi‟e 

untuk mengistinbathkan hukum tentang Hukum Wali Fasik Dalam 

Pernikahan ? 

3. Bagaimana analisa penulis diantara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi‟e 

Tentang Hukum Wali Fasik Dalam Pernikahan ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian. 

Sesuai dengan rumusan masalahan yang disebutkan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Asy-

Syafie Tentang Hukum Wali Fasiq Dalam Pernikahan. 

b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam 

Asy-Syafi‟e untuk Mengistinbathkan hukum tentang Hukum Wali 

Fasik Dalam Pernikahan. 

c. Untuk mengetahui analisa penulis diantara Imam Hanafi dan Imam 

Asy-Syafi‟e Tentang Hukum Wali Fasik Dalam Pernikahan. 

2. Kegunaan Penelitian. 

a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha 

Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi 

masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari 

kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang 

berkenaan dengan Wali yang Fasiq Dalam Pernikahan menurut 

pendapat dan Imam Hanafi dan Imam Asy- Syafie. 
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b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi 

atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu 

hukum, terutama fiqih Munakahat. 

c. Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu 

pengetahuan. 

d. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas 

Syari‟ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

 

E. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian. 

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yakni 

dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu Hukum Wali Fasiq 

dalam Pernikahan.     

2. Sumber Data. 

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer , sumber data primer tersebut terdiri 

dari : 

a. Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan 

dan penulisan skripsi ini diperolehi melalui penyelidikan perpustakaan 

yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab fikih Imam Asy-Syafi‟e 

yang bersumberkan daripada kitab Al-Umm Imam Abu Abdillah 

Muhammad bin Idris Imam Asy- Syafie , jilid 7, Beirut: Dar Al- Kutub 
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Al-Ilmiyyah, 1993 dan  Kitab Imam Alauddin Abi Bakr Ibnu Mas‟ud 

al-Kasani al-Hanafi Badaiu al-Shanai, Juz 7, Dar Al-Kutub Al-

Alamiyyah,Beirut, Libanon. 1986. 

b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil  

literatur, buku–buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian 

seperti Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Abi Walid 

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Fiqih Islam 

Waadillatuhu,  Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili , Fiqih Sunnah oleh 

Muhammad Sayyid Sabiq, 60 Biografi Ulama’ Salaf oleh Syaikh 

Ahmad Farid  dan banyak lagi yang lain.  

3. Teknik Pengumpulan Data.  

Adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan 

data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan
.
 Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode studi atau library research, yaitu dengan mempelajari, 

menganalisa literatur – literatur yang erat hubungannya dalam masalah 

yang dibahas. 

Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok - 

pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik 

secara lansung maupun tidak lansung pada bagian – bagian yang dapat 

dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis. 

4. Teknik Analisa Data. 

Teknik analisa data (konten analisis) yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisa data jenis penelitian kualitatif dengan 
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penelitian kepustakaan (library research), yaitu penulis menggambarkan 

dan memaparkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi‟e mengikut 

pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah 

itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan  

identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Analisis adalah 

mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkatkan data 

sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data penelitian 

menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau 

dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal ini hendak 

membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi‟e yang telah  

dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahaskan. 

5. Teknik Penulisan 

Dalam penulisan  laporan dari penelitian ini , penulis menggunakan   

beberapa metode yaitu , : 

a. Metode deduktif , yaitu meneliti  dan menganalisa pendapat dari Imam 

Hanafi dan  Imam Asy-Syafi‟e yang bersifat umum  untuk  

mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.    

b. Metode Induktif , yaitu meneliti  dan menganalisa data  dari Imam 

Hanafi dan Imam Asy-Syafi‟e yang bersifat khusus, kemudian 

digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat  umum. 

c. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan 

pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad 

mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis 

mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan  identifikasi 
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masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis 

membandingkan pendapat imam mazhab yang telah  dipaparkan sesuai 

permasalahan yang dibahaskan.   

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka  

penulis  menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan   penelitian,   metode penelitian, 

tinjauan pustaka dan sistematika  penulisan. 

BAB II :  BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM ASY-SYAFI’E    

  Yang meliputi :  

A. Imam Hanafi, Riwayat Hidup Imam Hanafi, Pendidikan dan 

Karya Imam Hanafi, Murid-murid Imam Hanafi dan Corak 

pemikiran Imam Hanafi. 

B. Imam Syafi‟e, riwayat hidup Imam Asy-Syafi‟e, pendidikan 

dan karya Imam Asy-Syafi‟e, murid-murid Imam Asy-Syafi‟e 

dan Corak pemikiran Imam Asy-Syafi‟e.  

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI  WALI  FASIQ  DALAM  

PERNIKAHAN  yang meliputi : 

A. Pengertian Pernikahan dan dasarnya, tujuan pernikahan, 

syarat-syarat nikah, rukun-rukun nikah dan hikmah 

pernikahan. 
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B. pengertian Wali  dan dasarnya,  syarat-syarat wali, macam-

macam wali, kedudukan wali dalam pernikahan, fasik 

menurut penggunaan al-Quran, kategori fasiq, dosa-dosa yang 

menyebabkan seseorang menjadi fasiq dan pandangan ulama 

tentang wali fasiq dalam pernikahan.  

C. Pandangan Ulama Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan. 

BAB IV :  PEMBAHASAN yang meliputi : 

A. Pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Asy-Syafi‟e 

tentang Wali Fasik dalam pernikahan.   

B. Dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi  dan Imam As-

Syafi‟i untuk Mengistinbathkan Hukum tentang Wali Fasik 

dalam Pernikahan. 

C. Analisa Penulis di antara Imam Abu Hanifah  dan  Imam Asy-

Syafi‟e Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan. 

BAB V :   KESIMPULAN   

 Yang meliputi Penutup dan Saran. 


